. ‘_,\»‘)

BUPATITAPANULITENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JAGA
UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK (e-STANDAR HARGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULITENGAH,

. a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pengendalian dalem
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) perlu disusun Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai Pedoman o'ch
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA);

b. bahwa penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,
Upah dan Peralatan dimaksud dilakukan dan Jilaksanakan
melalui aplikasi e-Standar Harga Satuan yang merupakan
aplikasi yang terintegrasi, yang meliputi Standar Harga Satuan
(SHS), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa

Standar Belanja (ASB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tapanuli Tengah tentang Mekanisme Penyusunan Stancar
Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar

Harga).

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten daizam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Reputlik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruks
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Moror 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 6018);

5 Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Parnerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Neqgara Republik Indonesia Nomor
4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5533)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang
Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)
(Berita Negara Republik Indonesra Tahun 2014 Nomor 1510);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547),
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Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2016 tentanqg Kode Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Mihk Daerah (Berta Neqgara Republk Indonesia Tahun

2016 Nomor 2083),
14 Peraturan Menten PUPR Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/

2016 tentang Pedoman Analin Harga Samwan Pekerjaan
Bidang Pekerpan Umum (Benta Negaray Repubhiv Indonesia
Tahun 2016 Nomor 11616)

150cituan. Menten Dalam Neqgert Nomor 120 Tahun 2018

tentang  Perubahan atas Permturan Menteri Dalarn Megeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk. Huvum
Daecrah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Moraoe
157),

16Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17.Paraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tantang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Repubh K indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 976);

19. Peraturan Daerah Kebupaten Tapanuli Tengah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kebupaten
Tapanuli Tengah - Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daeran Kebupaten Tapanuii Tengah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan - Perangkat

Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;

21Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016
tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuii Tengah sebaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor
56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah;

22. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

: MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG /

JASA UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK

(e-STANDAR HARGA)
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BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini, yang dimaksud dengan

1.
2,

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Pemerintahan Dacrah adalah  Penyelengqgara  urusan pemerintahan  oinh
Pemerintah Dacrah dan DPRD menurut asas otlonorni dan lugas pernbnnu;;;n
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Neqara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undanq-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menj.3d
kewenangan Daerah Otonom;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah:;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalzh
unsur pembgntu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan uus an pemerintahan
yang Menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

Sekretaris Daerah adalah Sekretari's Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

B_adan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnva
disebut BPKPAD adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimgin
pleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggu:g
Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalzh
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah:

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adajah
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapafuli Tengah;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan.
Pendapatal dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalzh
Rencana Kefja Pembangunan Daerah unfuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Reria
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya uNtuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta
aNggarah sementara didasa’kan atas KUA dan PPAS;

Stander Harga Satuan adalah nilei harga yang seharusnya dikeluarkan unfuk
satu satuan produk, barang dan jasa atau untuk membiayai kegiatan tertenty;

e-Standar Harga adalah aplikasi Standar Harga Satuan berbasi; web berbentuk
elektronik dalam bentuk database dan dapat diakses secara onling;

Standar Harga Satuan yang selanjutnya dis ingkat dengan SHS adalah harqa
satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan disuatu dacrah;
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18. ;
Harga Satyan Pokok Kegratan selanjutnya disingkat dengan HSPK adaizh

L“eer:“gakaﬂ harga unfuk setiap pekerjaan yang terdiri darj beberapa komporizn
o 9an nilai koefisien yang berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI)

Ngan penentuan besaran nilai koefisien yang disesuaikan dengan metode
PeBksanaan yang akan diterapkan:

19. Analisa Standar Biaya selanjutnya disingkat dengan ASB adalah merupakan

Penilaian kewajaran atas beban kera dan biaya  yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan,

20. Nama Domain adalah alamat interne te Standar Harga yang berupa kode a‘'au
susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokan tertentu dalzim
internet;

21. Harga Pasar yang dimaksud adalah harga Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
hasil survey pada tahun berjalan;

22. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (continue) dan meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga)
pada barang lainnya;

23. Overhead dan keuntungan yang dimaksud adalah pertambahan n:lai
barang/jasa dipengaruhi faktor keuntungan pihak penyedia dan biaya ticak
terduga dalam pekerjaan;

24. Keterjangkauan adalah tingkat kesulitan dalam mencapai lokasi tujuankegiatan;

25. Zona adalah pembagian kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupatan
Tapanuli Tengah berdasarkan jarak yang dapat mempengaruhi nilai Stanaar
Harga Satuan:

26. Survey Pasar adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat realitas, kualitas,
dan harga aktual yang ada di pasar.

Pasal2

Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedom2an
Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Komponen Piaya Kegiatan paca
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD-P, Pr.oritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD-P Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal3
Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 bagian, meliputi :
a. Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK),
c. Analisa Standar Biaya (ASB).

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal4
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

(1) Mengatur pengelolaan sistem e-Standar Harga yang terdiri dari pengeloi,
penyusun, penanggungjawab dan pengguna;

(2) Mengatur pengelolaan mekanisme SHS, HSPK dan ASB, kelengkapan
administrasi, verifikasi hingga penetapan SHS, HSPK dan ASB.
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- Pasal 5
uran Bup atj inj bertujuan untuk-

(1) Menet
Plan Standarisasi Harga Barang/Jasa, Upah dan Pe
sas iga Barangl/Jasa, : : eralatan
Mendapatkan suatu standar harga tertingqi, untuK

2 ; A
(2) Sebagal pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana biaya
Program/kegiatan sesuai pada pasal (2).

(3) Untuk meningkatkan efisiensi, cfeklivitas, transparansi dan av urtabitas dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja;

(4) Menciptakan tata kelola pemerntahan yang baik dan bersh dengan
memanfaatkan teknologi informasi’ untuk menghasilkan perencanaan yang
berkualitas.

BAB Ili
SHS, HSPK DAN ASB

Bagian Satu
Standar Harga Satuan (SHS)

’ Pasal6

(1) S'tandar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagaimana
dlmaksud pada pasal 3 huruf (a) merupakan harga penyusun komponen
kegnatan untuk belanja barang,upah, sewa, jasa konsultasi/billing rateftenaga
ahli, honorarium dan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai
Negeri Sipil;

(2) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk barang
tersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta Overhead dan
Keuntungan:;

(3) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk jasa
tersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta Overhead dan

keuntungan;
(4) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang berkaitan
dengan bidang Pekerjaan Umum tidak termasuk Overhead dan Keuntungan;

E’J (5) Inflasi yang digunakan adalah perkiraan inflasi yang dikeluarkan oleh BPS
Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun berjalan;

(6) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peialatan disusun dalam
5 Zona dengan 3 tingkat keterjangkauan sebagaimana tercantum pada

Lampiran | peraturan ini;

(7) Besaran harga satuan yang disebutkan pada ayat (6) diatas dapat berbeda-
beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada;

(8) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang
dimaksud ayat (7) disajkan dengan tabel yang memuat semua zona dan
tingkat keterjangkauan;

(9) Nilai akhir Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
dibulatkan ke nilai ratusan dibawahnya;

(10) Formulasi Standar Harga Satuan {SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran Il peraturan ini.
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Bagian Kedua
Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pasal7

(1) Harga Satuan Pokok Kegintan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada pasal 3
hymf (b) merupakan harga komponen kegialan melalui  analisis yang
distandarkan untuk sellap jonis komponen kogiatan dengan menggunaka.f'I
Standar Harga Satuan (SHS) Baranqg/Jasa, Upah dan Peralatan sebaqgar elemen
Penyusunnya;

(2) H_ar'ga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) berdasarkan perhitungan kebutuhan
_blaya upah, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu
Jenis  pekerjaan tertentu yang dipengaruhi oleh faktor OQverbead  dan
Keuntungan,

(3) Biaya Upah tercir dari biaya tenaga kerja yang dipengaruhi oleh koefisien beban
kerja dan satuan waktu yang disepakati;

(4) Bidya Bahan terdiri dari biaya pengadaan bahan, barang, peralatan atau
perlengkapan yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan;

(5) Biaya Peralatan terdiri dari biaya sewa peralatan atau perlengkapan kerja:

(6) Formulasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana tefcantum pada
Lampiran Il peraturan ini.

Bagian Ke'iga
Analisa Satuan Biaya (ASB)
Pasal8

(1) Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf ¢
meliputi ASB Fisik dan ASB Non Fisik:

(2) Analisa Satuan Biaya (ASB) Fisik disusun atas kumpulan SHS dan HSPK
(disesuaikan dengan kebutuhan paket pekerjaan);

(3) Analisa Satuan Biaya (ASB) Non Fisik, misalnya pelatihan, sosialisasi,
bimbingan teknis, seminar, pemeliharaan disusun berdasarkan komponen-
komponen SHS yang disesuaikan dengan kebutuhan secara minimal kegiatan

yang dilakukan;

(4) Formulasi Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana tercantum pada Lampiran
IV peraturan in.

BAB IV
PENGELOLA, PENANGGUNGJAWAB, PENYUSUN DAN PENGGUNA

Bagian Kesatu
Pengelola dan Penanggungjawab
Pasal 9

Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah
dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan oleh :

1. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tirzkat Kabupaten;

2. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat OPD.
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Pasnl 10

Tim pg,
1
9&dla gan Penanggungjawab Slandar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,

pah dg :
1 terdiri dfr?ﬂlatan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka

1.
Eengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,
Ppah dan Peralatan dan o-Standar Harga tingkat Kabupaten adalah Bacan
engelolaan  Keuangan, Pendapatan  dan Aset  Daerah Kahupaten

Tapanuli Tengah;
2, Penanggungjawab Utama adalah Kopala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Asct Dacrah Kabupaten Tapanuli Tengah;
Penanggungjawab Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas
sebagai berikut:

a. Mengkoordinir Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga
Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di

Kabupaten Tapanuli Tengah;
b. Melakukan pengawasan kepada penanggungjawab harian, Koordinator
Pelaksana, Peclaksana dan Administrator;

¢ Membuka dan menutup jadwal penginputan data e-Standar Harga
4. Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangen,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah:

S. Penanggungjawab harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas un:uk
mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir terhadap koordinator pelaksanaan
atas penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan

Peralatan dan e-Standar Harga;

6. Koordinator pelaksana adalah salah satu Pejabat Eselon Il dan/atau PFTK
Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) pada Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Asct Daerah;
7. Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 6 bertugas:
(a) Metaksanakan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,
Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga Tingkat Kabupaten;

(b) Mengkoordinir Pelaksana yaitu Pcjabat Eselon IV pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah dalam pengumpulan usulan Standar Harga Satuan (SHS)
sesuai bidang kecordinasinya yang ditetapkan oleh Penanggungjawab

Utama;
(c) Memastikan semua dokuMen administrasi penyusuhan StaNdar Harga
Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan secara lengkap telah

tersedia;
(d) Penanganan permasalahan dan keluhan dari Administrator dan Operator.

Pelaksana Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yaitu
semua Kepala Sub Bidang pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah,;

9. Pelaksana bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap
proses pengusulan Standar Harga Satuan (SHS);

Administrator adalah pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Penanggungjawab
Utama Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;

Administrator sebagaimana. disebutkan pada angka (10) bertugas sebacai
berikut:

w

10.

11.
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o

Menyampaikan Login User dan Password aplikasi e-Standar Harga kepaca
Oper ator;

Pef"lberian informasi lerkait perkembangan usulan SHS, HSPK dan ASB
¥ang masuk dalam sistem e-Standar Harga ke penanggungjawab utama:

C. Penanganan permasalahan dan keluhan dari Tim Penyusunan Standar
Harga Satuan (SHS) Tingkat OPD;

d Mengawasi proses penginputan melalut aplkas) e-Standar Harga yang
dilakukan oleh operator;

€. Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan pengembangan
aplikasi kepada penanggungjawab harian;

f. Administrator dibantu oleh Tenaga Ahl/Tim IT yang ditunjuk oleh
Penanggungjawab Utama dalam rangka keperluan pemeliharaan dzn
pengembangan kebutuhan penggunaan aplikasi e-Standar Harga dalzm
berjalannya penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan,

12. Operator e-Standar Harga yaitu Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan,
endapatan dan Aset Daerah;

13. Operator e-Standar Harga pada angka 12 bertugas melaksanakan
peNdampingan pengiNputan e-Standar Harga yang dilakukan OPD;

14. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Satuan Harga Tingkat Kabupaten
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapahuli Tengah.

Pasal 11

Tim Pengelola Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan
e-Standar Harga tingkat OPD sebagaiMana dimaksud pada pasal 9 angka 2 terdiri
dari:

1. Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,
Upah dan Peralatan tingkat OPD adalah OPD;

Penanggungjawab Utama adalah Kepala OPD;

3. Penanggungjawab Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas

sebagaiberikut:

(a) Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan (SKHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di OPD;

(b) Melakukan pengawasan kepada Penanggungjawab Harian, Petugas
Survey, Petugas Verifikasi dan Operator;

4. Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris OPD;
5. Penanggungjawab Harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas
antara lain :

a. Untuk mengawasi, mengarahkal dan mengkoordinit penyusunan Standar
Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar
Harga di OPD;

b. Mengkoordinir Pejabat Eselon HlI dalam pengumpulan usulan Standar Harga
Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sesuai dengan kebutuhan;

Petugas Survey yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD;

Petugas Survey bertugas membantu Penanggungjawab Harian OPD datam
melaksanakan survey Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
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10.
11,

12.

Petuga .
gas Verifikasi yailu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD;

Petuga s

melagsf Verifikasi bertugas membantu Penanggungjawab Harian OPD dalam
denga‘of}akan verifikasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS)
d”a'sanakn;s:'am SHS, HSPK dan ASB dari hasil survey harga yang telah
Oerator yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD;

Operator bertugas moembantu tugas Penanggungjawab  Harian OPD dalam
Melaksanakan penginputan o-Standar Harga yang telah diverifikasi

Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,
Upah dan Peralatan tingkat OPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Bagian Kedua
Penyusun
Pasal 12

Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan oleh :

1.

Tim Penyusun Standar Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui keputusan Bugati

Tapanuli Tengah;
Tim Penyusun Standa’ Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
tingkat OPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Pasal 13

Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan tingkat Kabupaten, antara lain :

I.

Melakukan verifikasi terhadap usulan Standar Harga Satuan (SHS) yang
disampaikan oleh masing-masing Tim Penyusun tingkat OPD;

Menyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Pefalatan
berdasarkan usulan OPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan dilengkapi dengan berita acara untuk selanjutnya ditetapkan cleh

Bupati.
Pasal 14

Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan Tingkat OPD antara lain :

1.

Melaksanakan survey harga terhadap kebutuhan barang/jasa Minimal 3 (tiya)
penyedia barang/jasa yang dilengkapi kertas kerja;

Kertas Kerja yang dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran V
Peraturan Bupati ini.

Melakukan perhitungan Standar Harga dengan formulasi SHS, HSPK dan ASB
dari hasil survey harga yang telah dilaksanakan;

Melakukan verifikasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS) yang
dimaksud pada angka 3;

Menetapkan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah can
Peralatan:

Menyampaikan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan yang dilengkapi dengan Kertas Kerja dan Berita Acara Verifikesi

kepada Tim Penyusunan Tingkat Kabupaten;

10
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(b)

a .
PenyuSUnnT.penglnputan e-Standar Harga yang telah diverifikasi oleh Tim

Ingkat Kabupaten.

Pasai15

opP
D Pen\r‘USun Standar Harga Satuan (SHS) bertugas sebagai berikut:

a.

Dinas Pekerjoan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan

awasan Pemukiman bertanqqungiawab atas data bahan bangunan dan
konslruksi, bahan baku, bahan dan alat lampu penerangan jalan, alat-alat
berat, alat-alat bosar darat, upah pe kera konatrukai dan 3¢jenisnya;

Dinas Kesehatan dan UPT Rumah Sakit Urnum Daerah bertanqgqungy awzb
atas data obat-obatan, alat kesehatan, alat laboratorium dan sejensnya;

Dinas Pemuda dan Olah Raga berlangqgungjawaby atas dala paralitan olan
raga, hadiah atas prestasi olahraga, perlengkapan pendukung olahraga dan
sejenisnya;

Dina; Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip bertanggungja'#ab as.s
data jenis buku, alat peraga pendidikan, peralatan dan bahan perpustakaan
dan sejenisnya;

Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan
Perikanan bertanggungjawab atas data Alat Angkutan Sungai/Laut, Aiat
Pertanian, Bibit Tanaman, Bibit Ternak/lkan, Pupuk, Pakan dan sejenisnya:

Bagian Umum Setdakab bertanggungjawab atas Alat Kantor dan Rumah
Tangga, Suku Cadang, alat tulis kantor, barang pakai habis kantor dan
sejenisnya;

Dinas Perhubungan bertanggungjawab atas data rambu-rambu lalu lintas
dan sejenisnya

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerch
bertanggungjawab atas data Alat Angkutan (Mobil, Truk, Sepeda Motor Roda
Dua dan Roda Tiga) dan sejenisnya;

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab atas
data Jasa Tenaga Ahli Honorarium Narasumber dan sejenisnya;

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah  dan Inspektorat  Daerah
bertanggungjawab atas Biaya Perjalanan Dinas.

Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang tidak termasuk atau belum disebutkan
dalam ayat 1 huruf (a) sampai dengan huruf (j) apabila diperlukan waiib
diusulkan oleh seluruh OPD.

Bagian Ketiga
Pengguna
Pasal 16

Pengguna Standar Harga Satuan (SHS) terdiri dari:
(@) Pengguna Internal, yaitu
2.

Pemerintah daerah;
Pemerintah desa.

Pengguna Eksternal, terdiri dari:

1.

DPRD;

11
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10.

11.
12,

13.

14.

15.

16.

2. Kementeyi
an/Lemb .
Tapanyj; Tengah; aga/Instang; yang wilayah kerjanya di Kabupaten

3. Akademig;:
4. Dunia Usahg
BAB IV
MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA
Penyampaian | Pasal 17
Permintaan data usulan Standar Harga Saluan (SK9)

Barang/Jasa U 7 s
' ah m ' y
kepada OPD Pah dan Peralatan dari Tim Penyusun Tingkat Kabupaten

OPD Membentuk tim survey dan tim verifikasi standar harga;
OPD melakukan survey harga pasar;

OPD Melaksanakan analisa dan verifikasi terhadap survey harga pasar yang
telah dilakukan:

Menetapkan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan untuk disampaikan kepada Tim Penyusun Tingkat Kabupaten,

gigﬁD_Penyusun Tingkat Kabupaten melaksanakan Verifikasi terhadap usu'an

Menginput Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang
telah diverifikasi:
OPD menyusun HSPK dan ASB:;

OPD Menetapkan usulan HSPK dan ASB untuk disampakan kepada Timn
Penyusun Tingkat Kabupaten:

Tim Penyusun Tingkat Kabupaten melaksanakan Verifikasi terhadap usu-arn
HSPK dan ASB,
Menginput data HSPK dan ASB yang telah diverifikasi;

Penyusunan Draft Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Ba'ang/Jasa, Upah
dan Peralatan,

Penyampaian Draft DokuMen Standa’ Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah
dan Peralatan untuk dilaksanakan examinasi oleh Bagian Hukum
Setdakab.Tapanuli Tengah;

Penetapan Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan oleh Bupati,

Mencetak dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barahg/Jasa, Upah dan
Peralatan;

Pendistribusian dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan ke OPD.

BABV
FUNGS! DAN PEMELIHARAAN e-STANDAR HARGA

Bagian Kesatu
Fungsi e-Standar Harga
Pasal 18

Aplikasi e-Standar memiliki fungsi sebagai berikut :

1.

Menerima masukan/pengimputan data Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang terverifikasi oleh Operator,

12
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P(-:-ralatan_n data Standar Harga
' Sabian ($S

Menyimpan berkas-bc

arang/ rka
a S -
S8, Upah gan, Peralgg‘;‘n""’“"lﬂ data Slandar Harga Satuan (3H3)

) Barang/Jasa, Upah dun

]

Bagian Kedua
Pomeliharaan
Pasal 19

1. Administ
rator i
bertanggungjawsaibagalmana yang dimaksud pada pasal 10 angka 10
enanagung o, untuk proses pemeliharaan dan melapork an  kepada
<-Najavab harian dan Penanggungjawab Utama

2. Melakukan :
secara berE?ame-anan data yang ada didalamnya bersama tenaga ahli/Tim IT
telah diteqas Seliap bulannya atau berdasarkan kebutuhan pada server yang
kan oleh Penanggungjawab Utama

3. Mel :
amst;kant e \alasi atas masukan tenaga ahli/Tim IT terhadap keaman=zn
untuk setiap Periode tertentu atau berdasarkan kebutuhan tertentu

BABVI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal20

PT(epala _&dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupatzn
apanuli Tengah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-
Standar Harga sesuai keteMtuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal21
(1) Jenis dan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang

belum di atur dalam Peraturan Bupati ini dapat diusulkan dengan Surat Keps'a
OPD pengusul data dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar, Infla: i,

Profit dan Overhead serta Ongkos kirim;

(2) Usulan data yang dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan konsultcsi
dengan Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barangl/Jasa, Upah dan
Peralatan Tingkat KabupateN Tapanuli Tengah dengan Melampirkan dzta

pendukung.
Pasal22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Standar Harga Satuan (SH3)

Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerzh

Kabupaten Tapanuli.
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- BAB v
TENTUAN penyTUP
rf:]gan berlakunya p Pasal 23
rs Craturg ' g3
asa pj h:::” 2020 tent aggB 'Pati ini, maka Peraturan Bupati Tapanuli Tengah

(&-Stang 9 emeri anisme Penyusunan Standar Harga Barang d
i ( g dan
sl Hafga), dicabutdmah' Kabupaten Tapanuli Tengah Secara Elektronik
an dinyatakan tidak berlaku lagi .

Peraturan Bupatj inf Pasal 24

Mulai berlak
Agar Setiap ora NS

il NG dapat mengetahui
pati ini dan penempatannyagd;?::?|

a tanggal diundangkan.

nya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 2.8 Januari 2021
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 202}

m' m TANGGAL: 2@ Januari 2021
FORMULASI SHS BARANG (NON KO1 .. T1R0IKSI)

':0 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
NAMA BARANG JUMLAH SATUAN SPESIEIKASH HARGA PASAR INFLASI OVERHEAD DAN HARGA SATUAN [ PEMBULATAN |
= - NILAI(%) TOTAL KEUNTUNGAN (10%¢) {Rp.) ! {Rp.) f
L d e f g h i=(leh)*10% f=(Fehei) | kerounc(®) ]
] |
Contoh [ ‘f
N0 NAMA BARANG Tk | muinny. - | coesipmasi | - tacaa Radan INFLAST OVERHEAD DAN | HARGA SATUAN | PEMBULATAN
= - NILAI(%) TOTAL KEUNTUNGAN (109¢) (Ro.) {Rp.)
1 [Kertas 4 gl e ! g h i=(1+h)"10% | (fen o)) | <=round(h) |
1 Rim Ad 70 gr 46,000.00 300 1,380.00 4,738.00 | 52,118.00 | 5210000 |
FORMULASI SHS JASA (NON KONSTRUKSI)
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
NO NAMA BARANG JUMLAH S A TU A N| SPESIFIKASI | - HARGA PASAR INFLAS| OVERHEAD DAN HARGA SATUAN | PEMBULATAN
- NILA({%) TOTAL KEUNTUNGAN (10%) (Rp.) I (Rp.)
b £ d [] [} g h i=(fen)*10% J=(fone) | croumc(~) |
] ]
Contoh ! "
NO NAMA BARANG SUMLAH SATUAN SPESIFIKASI |  HARGA PASAR INFLASI OVERHEAD DAN HARGA SATUAN I PEMBULATAN
NILAN%) TOTAL KFLINTUNGAN (108
a b £ d " ] [ h i=(t+h)*10% E(fens) PO =g
1 |Programmer 1 [e]:) Tenaga Ahli 6,000,000.00 3.00 180,000.00 618,000.00 6,738,000 00 | 6733C20C00 ]
FORMULAS! SHS BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
INFLASI PEMBULATAN [
ARGA SATUAN (Rp.
NO NAMA BARANG SATUAN HARGA PASAR —— e HARGA § (Rp.} 180
a b £ [ e [ e margL e gl
Contoh |
f INFLASI HARGA SATUAN (Rp.) | PEMBULATAN
NO NAMA BARANG. SATUAN HARGA PASAR NILAI(%) TOTAL oAl J
c d e t g2del h:r:\x-f |
2 b =r 50,000.00 3.00 1,500.00 51,500.00 FEERSRYY
1 |Semen = 180,000.00 3.00 §,400.00 185.300 CO0 T
2 |Mandor N

Katerangan (SSH Barang Non Konstruksi) :
:  Nama barang

Harga pasar survey pasar

Inflasi pada tahun berjalan

Overhead dan Keuntungan

Harga Satuan Sebelum Pembulatan
pembulatan ratusan terdekat dibawahnya

TT@RROQCT

\
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LAMPIRAN 1] PERATURAN BUPATY - TENG
‘ 'ATETAPANULL TENG Al
b TAHWUN 2014

TANGAL: 28 Januar 20

NOMOR ;

FORMULASE HARGA SATUAN POROK K

- ulATAN (HSPK)
NO NAMA up | vewiwan T imer s T e
AMA UR LN SATUAN :;:;i:’:ll_::\TﬁN HARGA S ATUAN | JUMLAI HARGA
h
| 5 . ._,_'_i__'}__ (Rp.) (Rp.)
R M—%“ o i
A Biaya Upah B ®
.............................. (data SSH)
.............................. Ldata ssi1)
— Jumbah Biaya Upah
B |Biaya Bahan
.............................. (data SSH)
.............................. (data SSH) |
i jumiah Biaya Bahan) e
C |Biaya Peralatan
.............................. (data SSH)
.............................. (data SSI) m——— ]
Jumlah Biaya Peralatan
i D |Total Biaya Upah, Bahandan Peralat: m(A+B 4C) —— | s
E |Overbeadidan K evneupgan (PDsan k215, - ”__/L,,
% I [Hlarg Satuan Fekeig man (L+E )

© . gUPATI TAPANULI TENGAI!
¥ Y \
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Uari 2024

Ly adizrisan NO™ KB meoery 1es
! L, fudlls NSt r2
s S0 Konse 231 9an Pengadaan Barang Modsl (PPN dan PPh sudah termasuk pada SSH)
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